BUPATI JEP.
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 042 / 53  TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI,‘ PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

BUPATI JEPARA,

Menimbang © a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan
sistem penyediaan layanan informasi secara cepat,
mudah dan wajar sesuai dengan standart yang dibuat
secara nasional perlu didukung dokumentasi yang
lengkap, akurat, dan faktual;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan
melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan
informasi menuju pelayanan informasi yang cepat,
mudah dan wajar di Kabupaten Jepara, perlu ditunjuk
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai
dengan kewenangan Perangkat Daerah masing- masing;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan

keputusan Bupati tentang Penetapan Struktur
Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu;

Undang-Undang Nomor 13 "Tahun 19350 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana
~ diub dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahlulnszs
' entang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor ahun
g?:;ns MOrmasi dan Transakm Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201_6
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik

Mengingat .




Indonesia Nomor 5952);

35 Undang-Undang * Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
’;‘;glbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan I[nformasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

245); .

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun

2016 Nomor 14);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

12, Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2010 tentang
Tata cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Jepara
(Berita daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor
552);

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2010 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik (Berita daerah
Kabupaten Jepara tahun 2010 Nomor 558);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  Struktur Organisasi, Menunjuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentsi dan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi Pembantu, dengan struktur dan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 dan lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan
Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai

berikut:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi, bertugas:
a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan

pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari
Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan
memberi pelayanan informasi kepada publik;

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang
dikecualikan;

e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
dan

f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk
diakses oleh masyarakat;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
bertugas,
a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi; dan

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada
Pejabat Pengelola Informasi secara berkala dan sesuai
kebutuhan.
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Dewan Pertimbangan Sekretariat Daerah !

1. Sekretaris Daerah

dan Pembangunan

2. Asisten Pemerintahan
.| 3. Asisten Perekonomian

4. Asisten Administrasi

~B | Ketua PPID Dinas Komunikasi dan Kepala Dinas
Informatika Komunikasi dan
Informatika
C | Pengelola Informasi Dinas Komunikasi dan | Kepala Bidang
Informatika Komunikasi Diskominfo
D |Dokumen dan Arsip Dinas Komunikasi dan | Kasi Publikasi dan
Informatika Dokumentasi Diskominfo
E | Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan | Kasi Pelayanan Informasi
Informatika Diskominfo
F | Penyelesaian Sengketa | Bagian Hukum Setda Kabag Hukum Setda
Jepara Jepara
PPID PEMBANTU
‘1. | PPID Pembantu Sekretariat Daerah Kepala Bagian Umum
| 7 Setda Jepara
2. | PPID Pembantu DPRD Kab. Jepara Sekretaris DPRD
3. | PPID Pembantu Inspektorat Sekretaris Inspektorat
‘4. | PPID Pembantu Dinas Perhubungan, Sekretaris Dishub
|
5 | PPID Pembantu Dinas Ketahanan Sekretaris DKPP
| Pangan dan Pertanian L
L PPID Pembantu Dinas Kesehatan Sekretar?s D%nk-es
7. | PPID Pembantu Dinas Pendidikan Sekretaris Disdikpora
8| Pemuda dan Olahraga b
8. Dinas Pariwisata dan Sekretaris Diparbud

PPID Pembantu

Kebudayaan

\
PPID Pembantu

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

Sekretaris Diperindag

P PID Pembantu

Dinas Perikanan

Sekretaris Dinas

dan Pencatatan Sipil

Perikanan
i Sekretaris |
i sial,
g;;ﬁe?:ayaan Dinsospermades ‘
.Mas‘ svarakat Desa 5 ‘
' Diny Kep:ndudukan Sekretaris Disdukcapil
nas i







3. T

DINAS/INSTANSI

2

4

bantu

| Kecamatan Batealit

Sekretaris

PPID Pembantu

Kecamatan Pakis Aji

Sekretaris

PPID Pembantu

Kecamatan Pecangaan

Sekretaris

['PPID Peinbantu

Kecamatan

Sekretaris

PPID Pembantu

Kecamatan Tahunan

Sekretaris

PPID Pembantu

Kecamatan Welahan

Sekretaris

PPID Pembantu

Kecamatan Mayong

Sekretaris

PPID Pembantu

Kecamatan Nalumsari

Sekretaris

PPID Pembantu

Kecamatan
Karimunjawa

Sekretaris

43.

PPID Pembantu

Komisi Pemilihan
Umum Jepara

Sekretaris KPU Jepara

44,

PPID Pembantu

Palang Merah Indonesia
Kabupaten Jepara

Ketua PMI Kabupaten
Jepara

45.

PPID Pembantu

Komite Olah Raga
Kabupaten Jepara

Ketua KONI Jepara

46.

PPID Pembantu

PDAM Kabupaten
Jepara

Direktur Utama

47.

PPID Pembantu

PDAU Jepara

Direktur Utama

48.

PPID Pembantu

PD BPR BKK

Direktur Utama

49.

PPID Pembantu

PD BPR Jepara Artha

Direktur Utama

-

JEPARA,

NI X




